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The wave of social protests that swept across Asia in 2025 represents 

a new dynamic in the relationship between the state, citizens, and 

international law. This study analyzes protest movements in five 

countries—Indonesia, the Philippines, Vietnam, Timor-Leste, and 

Nepal focusing on the extent to which government responses align 

with the principles of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) and their connection to regional 

geopolitical dynamics. Employing a comparative qualitative 

approach within a juridical, sociological, and geopolitical 

framework, the research assesses each country’s level of compliance 

with ICCPR Articles 19 and 21 using the UN Human Rights 

Committee’s General Comment No. 37 as the analytical reference, 

and a three-level compliance scale (high, moderate, low). Data were 

derived from international organization reports, global media 

sources, and legal documents. The findings indicate that the 2025 

Asian protests were driven by a combination of economic inequality, 

political corruption, and restrictions on freedom of expression. 

Indonesia and Nepal exhibited high levels of repression, while 

Timor-Leste demonstrated a more open model of social dialogue. 

From a geopolitical perspective, transnational solidarity emerged 

through digital campaigns and cross-border activist networks, 

reflecting the rise of digital resistance in Asia. The study concludes 

that state legitimacy in the region is increasingly tested not only by 

domestic stability but also by the capacity to uphold international 

norms amid shifting global power structures and digital 

transformations. 
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Abstrak 

Gelombang protes sosial yang melanda Asia pada tahun 2025 merepresentasikan dinamika baru 

dalam hubungan antara negara, warga negara, dan hukum internasional. Penelitian ini 

menganalisis gerakan protes di lima negara  Indonesia, Filipina, Vietnam, Timor-Leste, dan Nepal 

dengan fokus pada kesesuaian tindakan pemerintah terhadap prinsip-prinsip Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta keterkaitannya dengan dinamika 

geopolitik regional. Menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan kerangka yuridis-

sosiologis dan geopolitik, penelitian ini menilai tingkat kepatuhan negara terhadap ICCPR 

berdasarkan indikator kebebasan berkumpul (Pasal 21) dan berekspresi (Pasal 19) yang dianalisis 

melalui kerangka General Comment No. 37 Komite HAM PBB, dengan skala kepatuhan tinggi, 

sedang, atau rendah. Data diperoleh dari laporan lembaga internasional, media global, serta 

dokumen hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protes di Asia 2025 didorong 

oleh kombinasi faktor ekonomi, korupsi politik, dan pembatasan kebebasan berekspresi. 

Indonesia dan Nepal memperlihatkan pola represi aparat yang tinggi, sementara Timor-Leste 

menjadi contoh dialog sosial yang lebih terbuka. Dari sisi geopolitik, solidaritas lintas negara 

muncul melalui kampanye digital dan dukungan antaraktivis di ruang daring, membentuk jejaring 

sosial transnasional. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi negara di Asia kini tidak hanya 
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diuji oleh stabilitas politik domestik, tetapi juga oleh kemampuannya menegakkan norma 

internasional di tengah tekanan geopolitik global. 

 

Kata kunci: Protes Sosial, Geopolitik Asia, ICCPR, Kebebasan Sipil, Aktivisme Digital 

I. PENDAHULUAN 

Gelombang protes sosial yang melanda Asia pada tahun 2025 menandai babak baru dalam dinamika 

hubungan antara negara, warga negara, dan tatanan hukum internasional. Demonstrasi besar yang terjadi 

di berbagai negara ASEAN seperti In donesia, Filipina, Vietnam, dan Timor-Leste, serta di Nepal di 

kawasan Asia Selatan, menunjukkan meningkatnya ekspresi politik generasi muda terhadap isu 

ketidakadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan ketimpangan politik. Fenomena ini tidak hanya 

menyoroti krisis kepercayaan terhadap institusi politik nasional, tetapi juga menguji sejauh mana negara 

berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Nugraha & Bangas, 2024). Dalam konteks geopolitik Asia, 

protes-protes tersebut memperlihatkan bagaimana tekanan domestik terhadap pemerintah dapat 

beresonansi dengan dinamika global, terutama di tengah persaingan pengaruh antara Amerika Serikat, 

Tiongkok, dan India dalam membentuk orientasi politik kawasan Indo-Pasifik. 

Dalam periode Juni hingga September 2025, laporan lembaga internasional dan media global mencatat 

peningkatan signifikan aksi massa di berbagai ibu kota Asia. Protes di Indonesia berpusat pada isu 

korupsi dan privilese parlemen (Firyalfatin, 2025), sementara di Filipina dan Vietnam gerakan serupa 

menuntut kebebasan berekspresi dan perbaikan kesejahteraan buruh (Son, 2025). Di Timor-Leste, protes 

muncul akibat lonjakan harga pangan dan pengangguran (Pratama & Monica, 2025), sedangkan di 

Nepal, ribuan warga turun ke jalan memprotes larangan terhadap platform digital serta dugaan korupsi 

elite politik (Teekah, 2025). Gambaran umum mengenai isu, bentuk aksi, dan respons pemerintah di 

masing-masing negara dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan komparasi data empiris mengenai 

gelombang protes di kawasan ASEAN dan Nepal selama tahun 2025. 

Tabel 1. Gelombang Protes di Kawasan ASEAN dan Nepal (Juni–September 2025) 

Negara Isu Utama Protes 
Bentuk Aksi 

Massa 
Respons Pemerintah 

Sumber Data 

Utama 

Indonesia 
Penolakan privilese 

parlemen dan korupsi 

Aksi damai & 

blokade jalan 

Pembatasan digital, 

penangkapan aktivis 

(ACLED Asia 

Pacific Team, 

2025) 

Filipina 
Reformasi upah minimum 

dan HAM 

Pawai mahasiswa 

& buruh 

Dispersi paksa, dialog 

terbatas 
(Prinada, 2025) 

Vietnam 
Sensor media sosial & 

kebebasan berekspresi 

Protes daring & 

poster publik 

Pemblokiran media & 

intimidasi jurnalis 
(Reuters, 2025) 

Timor-

Leste 

Krisis harga pangan dan 

pengangguran 

Aksi komunitas 

desa 

Mediasi pemerintah & 

bantuan sosial 

(McCready & 

Agencies, 2025) 

Nepal 
Larangan platform digital 

& korupsi elit 

Long march & 

mogok nasional 

Tindakan represif, 

kecaman PBB 

(Sharma & 

Chintrakar, 2025) 
 

Setelah pemaparan pada Tabel 1, rangkaian dokumentasi visual pada Gambar 1-5 memperlihatkan 

keragaman ekspresi gerakan protes yang muncul di berbagai negara Asia selama periode tersebut. 

Gambar 1 menampilkan demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh di Jakarta yang 
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memadati kawasan parlemen sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai memberikan 

privilese berlebih kepada anggota legislatif. Aksi tersebut berlangsung ricuh setelah massa menuntut 

transparansi dan keadilan atas tunjangan yang dianggap tidak pantas di tengah kondisi ekonomi 

masyarakat yang sulit. Menurut laporan media nasional, tuntutan ini dipicu oleh kebijakan tunjangan 

rumah anggota DPR senilai Rp50 juta yang akhirnya dihentikan setelah mendapat kritik publik luas 

(Khoirulloh, 2025). 

 
Gambar 1. Tren Partisipasi Aksi Protes, Jakarta (Sumber: https://www.bbc.com) 

Gambar 2 memperlihatkan demo besar yang dilakukan oleh buruh dan aktivis hak asasi manusia di 

Manila yang menuntut reformasi upah minimum serta kebebasan berekspresi. Aksi ini pada awalnya 

berlangsung damai dengan orasi dan pawai di sepanjang pusat kota, namun situasi berubah tegang ketika 

aparat melakukan dispersal terhadap massa yang menolak untuk membubarkan diri. Menurut laporan 

media lokal, demonstrasi ini juga dipicu oleh kemarahan generasi muda terhadap fenomena “flexing” 

atau pamer kekayaan oleh para pengusaha kaya di Manila yang dianggap mencerminkan ketimpangan 

sosial yang semakin dalam (Taufiq, 2025). Demonstrasi tersebut melibatkan berbagai kelompok 

masyarakat yang membawa simbol dan poster berisi tuntutan ekonomi serta kritik terhadap elite bisnis 

yang dinilai dominan dalam struktur sosial perkotaan. 

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr5rj1pv1ppo
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Gambar 2. Intensitas Mobilisasi Protes, Manila (Sumber: https://www.arina.id) 

Gambar 3 memperlihatkan protes digital dan penyebaran poster publik di Hanoi sebagai bentuk 

penolakan terhadap penyensoran media daring yang diperketat melalui Decree 147/2024. Aksi ini 

menunjukkan pergeseran dari mobilisasi fisik menuju bentuk perlawanan digital di ruang maya. 

Menurut AP News (2025) dan Radio Free Asia (2024), ribuan unggahan dihapus oleh platform sosial 

atas permintaan pemerintah, mencerminkan semakin kuatnya kontrol negara terhadap kebebasan 

berekspresi (Rising, 2025). Protes berbasis online ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama 

untuk menyebarkan pesan politik dan meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan negara. 

 
Gambar 3. Skala Represi Digital di Vietnam (Sumber: https://apnews.com/)  

Gambar 4 menampilkan long march komunitas desa dan mahasiswa di Dili, Timor-Leste, yang 

menentang kenaikan harga pangan dan kebijakan ekonomi yang dianggap memperburuk ketimpangan 

sosial. Aksi ini menggambarkan solidaritas horizontal masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi 

yang melanda negara tersebut. Menurut laporan Al Jazeera (26 September 2025) dan CIVICUS Monitor 

https://www.arina.id)/
https://apnews.com/article/vietnam-social-media-restrictions-1c421efb3e10e6cfb433c01e88a8eda
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(7 Oktober 2025), gelombang protes tersebut berhasil menekan parlemen untuk mencabut kebijakan 

tunjangan seumur hidup dan fasilitas mewah bagi pejabat negara, menunjukkan kekuatan mobilisasi 

akar rumput di Timor-Leste (McCready & Agencies, 2025). Aksi protes ini melibatkan partisipasi lintas 

generasi yang menyuarakan tuntutan ekonomi melalui kehadiran langsung di ruang publik perkotaan. 

 
Gambar 4. Mobilisasi Aksi Komunitas Desa & Mahasiswa di Timor Leste (Sumber: 

https://www.aljazeera.com) 

Gambar 5 memperlihatkan ribuan warga Nepal melakukan long march dan aksi mogok nasional di 

Kathmandu untuk menolak larangan penggunaan media sosial serta menuntut pengusutan kasus korupsi 

elit politik. Aksi yang dikenal sebagai “Gen Z Movement” ini sempat berujung bentrok dengan aparat 

dan menewaskan sedikitnya 19 orang. Menurut Reuters (9 September 2025), pemerintah akhirnya 

mencabut larangan terhadap 26 platform digital setelah tekanan publik meningkat, menandai 

kemenangan sementara bagi kebebasan berekspresi di Nepal (Sharma & Chintrakar, 2025). Mobilisasi 

ini melibatkan jaringan aktivis muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana koordinasi dan 

penyebaran informasi selama aksi berlangsung. 

 
Gambar 5. Protest “Gen Z Movement” Nepal (Sumber: https://monitor.civicus.org) 

https://www.aljazeera.com/news/2025/9/26/east-timor-mps-bow-to-protesters-vote-to-scrap-lifetime-pensions?
https://monitor.civicus.org/explore/nepal-restrictive-social-media-legislation-targeting-of-journalists-and-excessive-force-at-prProtestotests-put-freedoms-at-risk/#:.
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Berbagai kajian sebelumnya telah membahas hubungan antara protes sosial dan respons negara dalam 

konteks hukum internasional. (Asyifani, 2024) menegaskan bahwa mobilisasi massa sering kali 

merupakan respons terhadap ketegangan antara legitimasi politik dan kapasitas negara. Dalam konteks 

Asia, (Anwar et al., 2025) dan (Quddus, 2025) menemukan bahwa banyak negara ASEAN masih 

menghadapi tantangan dalam menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur 

dalam hukum internasional. Sementara itu, (Mathhema, 2020) dan (Adhari et al., 2021) mengkaji 

pembatasan media daring di Nepal dan menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ICCPR 

tentang kebebasan berekspresi. Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian 

besar berfokus pada satu negara atau aspek hukum tertentu, tanpa menelaah keterkaitan antara protes 

sosial lintas kawasan dengan pergeseran geopolitik dan norma hukum internasional yang lebih luas. 

Kesenjangan penelitian terletak pada ketiadaan kajian komparatif yang menganalisis bagaimana negara-

negara di kawasan ASEAN dan Nepal menavigasi tekanan sosial domestik dalam konteks tatanan 

geopolitik baru. Namun, gap penelitian tidak berhenti pada absennya studi komparatif semata. Penelitian 

terdahulu belum menjelaskan dua aspek kunci yang menentukan variasi respons negara terhadap protes. 

Pertama, belum dianalisis bagaimana ketegangan antara security framing dan rights-based test 

digunakan rezim yang berbeda untuk membenarkan tindakan represif atau restriktif, sehingga 

mekanisme kausal yang menghubungkan narasi keamanan dan pembatasan hak belum terpetakan 

dengan jelas. Kedua, peran algorithmic governance termasuk moderasi otomatis, penghapusan konten 

atas permintaan negara, dan pembatasan visibilitas digital belum dibahas sebagai faktor penting yang 

memengaruhi intensitas represi digital serta pola mobilisasi protes di kawasan Asia 

Penelitian terdahulu belum secara memadai menjelaskan bagaimana tindakan represif atau restriktif 

terhadap protes dapat dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum internasional, tetapi juga 

sebagai refleksi dari strategi geopolitik negara dalam mempertahankan stabilitas dan citra globalnya 

(Endi, 2025; Laksito et al., 2024; Musrifah et al., 2024). Dalam era digitalisasi politik dan meningkatnya 

interkoneksi kawasan Indo-Pasifik, analisis lintas negara semacam ini menjadi semakin relevan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian tindakan pemerintah di kawasan ASEAN dan Nepal 

dalam menangani demonstrasi 2025 dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait 

kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai, serta menelaah bagaimana faktor-faktor 

geopolitik regional turut membentuk kebijakan domestik dalam menghadapi tekanan publik. Penelitian 

ini juga berupaya mengidentifikasi pola baru hubungan antara hukum internasional, legitimasi politik, 

dan stabilitas geopolitik Asia kontemporer. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan lintas kawasan yang menggabungkan analisis hukum 

internasional dan geopolitik dalam memahami fenomena protes 2025. Tidak seperti studi sebelumnya 

yang bersifat deskriptif atau nasional, penelitian ini menawarkan kerangka analisis integratif yang 

menunjukkan bahwa gerakan protes generasi muda di Asia bukan semata ekspresi sosial, melainkan 

refleksi atas perubahan distribusi kekuasaan di tingkat global. Penelitian ini juga menjelaskan 
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mekanisme kausal antara dinamika geopolitik dan kebijakan domestik, di mana tekanan global seperti 

aliansi keamanan, ketergantungan investasi asing, serta citra internasional memengaruhi respons 

masing-masing negara terhadap protes. Misalnya, Vietnam dan Filipina memperkuat kontrol digital 

karena tekanan eksternal dan kepentingan strategis, sedangkan Indonesia dan Nepal memperketat ruang 

sipil untuk menjaga stabilitas domestik. Timor-Leste, sebaliknya, memilih dialog sosial guna 

mempertahankan legitimasi di mata komunitas internasional. Dengan memadukan analisis normatif 

hukum dan interpretasi politik, penelitian ini memperlihatkan bagaimana norma-norma internasional 

diadaptasi, ditantang, atau dinegosiasikan di tengah realitas geopolitik Asia yang dinamis. Dari sisi 

signifikansi, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang penting.  

Secara teoritis, penelitian ini memperluas wacana mengenai interaksi antara hukum internasional, hak 

asasi manusia, dan dinamika geopolitik kawasan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi 

pembuat kebijakan regional, khususnya ASEAN dan SAARC, dalam merumuskan mekanisme 

perlindungan hak-hak demokratis yang lebih responsif terhadap tantangan politik kontemporer. Selain 

itu, bagi masyarakat internasional, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pemahaman baru mengenai 

bagaimana kebijakan nasional di Asia membentuk dan sekaligus dipengaruhi oleh arsitektur hukum 

serta tatanan kekuasaan global yang terus berubah. Kajian ini juga memberikan kontribusi konseptual 

dengan mengaitkan praktik kebijakan domestik dengan norma global governance dan kerangka rule of 

law lintas negara. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan kerangka yuridis-sosiologis dan 

geopolitik. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum 

internasional dan praktik sosial-politik di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya 

memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk 

berkumpul secara damai diterjemahkan atau bahkan dilanggar dalam konteks politik nasional negara-

negara Asia. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi juga 

mencakup perilaku negara dalam menghadapi tekanan sosial dan politik domestik. 

Selain itu, pendekatan geopolitik digunakan untuk menafsirkan bagaimana interaksi antarnegara dan 

dinamika kekuasaan regional turut memengaruhi kebijakan nasional terhadap protes sosial. Dalam 

konteks Asia, setiap tindakan represif atau kompromistis pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

internal, tetapi juga oleh pertimbangan hubungan internasional, citra global, dan tekanan diplomatik. 

Dengan demikian, kombinasi antara perspektif yuridis-sosiologis dan geopolitik memberikan gambaran 

menyeluruh tentang bagaimana hukum internasional diimplementasikan di tengah realitas kekuasaan 

yang kompleks di kawasan Asia. Dalam operasionalisasinya, unit analisis dalam penelitian ini 

ditetapkan pada tingkat “negara kejadian protes” berdasarkan periode Juni-September 2025, sehingga 
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setiap negara dianalisis menurut rangkaian tindakan negara dalam satu episode protes yang 

terdokumentasi. 

B. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

faktual dinamika gerakan protes 2025 di lima negara Indonesia, Filipina, Vietnam, Timor-Leste, dan 

Nepal serta menjelaskan isu utama, bentuk mobilisasi massa, dan respons pemerintah. Melalui 

pendekatan ini, data disajikan secara sistematis untuk memperlihatkan kesamaan pola tindakan negara 

dan variasi konteks politik di tiap lokasi. Pendekatan ini juga berfungsi untuk menghindari bias normatif 

dengan terlebih dahulu menempatkan data empiris sebagai dasar analisis. 

Sementara itu, sifat analitis diterapkan untuk menilai kesesuaian antara tindakan pemerintah dengan 

norma-norma hukum internasional yang berlaku, khususnya Pasal 19 dan 21 ICCPR. Analisis ini 

melibatkan interpretasi terhadap apakah tindakan pembatasan, penangkapan, atau sensor digital dapat 

dibenarkan berdasarkan prinsip necessity and proportionality. Selain itu, penelitian ini juga menelaah 

sejauh mana faktor geopolitik seperti hubungan diplomatik dengan kekuatan besar atau tekanan 

ekonomi turut menentukan arah kebijakan domestik dalam menghadapi protes sosial. Untuk 

memperjelas proses analitis, penelitian ini menggunakan skema koding berbasis kategori pembatasan 

negara, mencakup, pembatasan izin berkumpul, represi fisik atau penangkapan, sensor digital dan 

pemblokiran internet, dan kriminalisasi aktivis. Setiap kategori diberi kode tematik untuk memudahkan 

perbandingan antarnegara. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan kredibel. 

Sumber utama meliputi dokumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik (ICCPR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Piagam ASEAN yang 

mengatur prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Data juga diperoleh dari 

laporan tahunan lembaga internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Kantor 

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), yang memberikan informasi tentang pelanggaran 

kebebasan sipil dan hak politik selama periode penelitian. Dokumen dan laporan tersebut digunakan 

untuk mengidentifikasi kerangka normatif serta praktik negara dalam merespons tuntutan kebebasan 

sipil di kawasan Asia. 

Selain dokumen hukum dan laporan lembaga internasional, penelitian ini memanfaatkan artikel berita 

dari media global seperti The Diplomat, BBC News, Reuters, ASEAN Post, dan Al Jazeera sebagai data 

kontekstual untuk memetakan dinamika protes di lapangan. Literatur akademik dari jurnal hukum, 

hubungan internasional, dan geopolitik digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis dan interpretasi 

analisis. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, aktualitas, 

dan tingkat kredibilitas penerbit. Selain itu, verifikasi angka seperti estimasi jumlah peserta aksi, jumlah 
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penangkapan, atau bentuk represi digital dilakukan dengan mencocokkan laporan dari minimal dua 

sumber berbeda (misalnya laporan lembaga HAM dan media internasional) untuk menghindari bias atau 

inflasi data. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan 

data dari dokumen, laporan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. 

Proses ini dilakukan dengan menelusuri database akademik internasional seperti JSTOR dan Taylor & 

Francis, serta laporan resmi lembaga HAM dan media independen yang memuat data tentang 

demonstrasi di Asia selama 2025. Setiap dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan isu, negara, dan periode waktu untuk mempermudah proses analisis tematik. Pemilihan data 

dilakukan dengan teknik purposive sampling, artinya hanya data yang secara langsung relevan dengan 

isu protes sosial, kebebasan berekspresi, dan respons hukum negara yang dimasukkan ke dalam analisis. 

Tahap seleksi juga mempertimbangkan kredibilitas sumber dan keberimbangan informasi agar tidak 

terjadi bias politik atau ideologis. Dengan demikian, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini 

telah melalui proses verifikasi faktual dan konseptual untuk memastikan akurasi serta relevansinya. 

E. Teknik Analisa Data 

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan 

analisis komparatif lintas negara (comparative analysis). Analisis isi dilakukan dengan menafsirkan teks 

hukum, laporan lembaga internasional, dan berita untuk menemukan pola makna yang berkaitan dengan 

tindakan negara dan pelanggaran hak sipil-politik. Dari proses ini, isu-isu utama seperti pembatasan 

digital, represi aparat, dan kriminalisasi aktivis diidentifikasi sebagai kategori analitis. Hasil 

pengelompokan ini kemudian dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian praktik negara dengan standar 

hukum internasional. 

Selanjutnya, analisis komparatif lintas negara digunakan untuk menilai perbedaan dan kesamaan pola 

kebijakan antara negara-negara ASEAN dan Nepal. Perbandingan ini mencakup tiga dimensi utama 

yaitu bentuk protes dan partisipasi masyarakat sipil, strategi kontrol dan respon negara, dan pengaruh 

eksternal berupa tekanan geopolitik atau hubungan internasional. Pendekatan ini menghasilkan 

pemahaman holistik mengenai bagaimana hukum internasional diinterpretasikan secara berbeda di 

berbagai sistem politik Asia. Selain itu, penilaian kepatuhan terhadap ICCPR dilakukan menggunakan 

rubrik tiga tingkat: “rendah,” “sedang,” dan “tinggi,” dengan kriteria eksplisit yang mencakup tingkat 

pembatasan yang dilakukan negara, proporsionalitas tindakan, dan adanya upaya pemulihan atau dialog. 

F. Validitas dan Keabsahan Data 

Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Artinya, setiap 

temuan diuji dengan membandingkan informasi dari minimal tiga jenis sumber yang berbeda: dokumen 

hukum, laporan lembaga independen, dan publikasi media internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk 
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mengurangi bias informasi dan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas empiris yang 

terukur. Selain itu, peneliti melakukan validasi silang dengan literatur akademik terbaru guna 

menegaskan konsistensi interpretasi terhadap data yang digunakan. Selain triangulasi, keandalan data 

dijaga melalui pemeriksaan kredibilitas lembaga penerbit dan konteks waktu publikasi. Hanya data yang 

diterbitkan oleh lembaga dengan reputasi internasional dan dalam rentang waktu Juni–September 2025 

yang digunakan sebagai acuan utama. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya memiliki dasar 

normatif yang kuat, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang valid dan relevan. 

G. Batasan Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada lima negara yang mewakili keragaman politik di Asia: Indonesia, Filipina, 

Vietnam, Timor-Leste, dan Nepal. Pemilihan negara dilakukan berdasarkan intensitas protes, variasi 

respons pemerintah, dan keterwakilan subkawasan Asia Tenggara serta Asia Selatan. Fokus waktu 

penelitian dibatasi antara Juni hingga September 2025 karena periode tersebut menunjukkan intensitas 

tertinggi dalam mobilisasi massa dan liputan internasional. Batasan temporal ini penting untuk menjaga 

konsistensi analisis terhadap konteks politik yang spesifik. 

Keterbatasan lain terletak pada penggunaan data sekunder yang tidak memungkinkan peneliti 

melakukan observasi langsung atau wawancara mendalam terhadap partisipan demonstrasi. Namun, 

keterbatasan ini diimbangi dengan penggunaan data lintas sumber yang kredibel dan representatif. 

Dengan demikian, hasil penelitian tetap memiliki validitas ilmiah yang kuat dan relevan untuk 

menjelaskan hubungan antara hukum internasional, protes sosial, dan dinamika geopolitik di Asia 

kontemporer. Pendekatan ini juga menekankan triangulasi data untuk meningkatkan keandalan temuan 

meskipun observasi langsung tidak dilakukan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Bagian ini menyajikan hasil temuan utama penelitian tentang dinamika gerakan protes di lima negara 

Asia tahun 2025: Indonesia, Filipina, Vietnam, Timor-Leste, dan Nepal. Analisis dilakukan berdasarkan 

empat fokus utama sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian, yaitu pola umum gerakan, isu 

dominan dan mobilisasi, respon negara terhadap protes, dinamika geopolitik regional, serta tambahan 

kajian visual mengenai persepsi publik di media digital. Data dianalisis secara sistematis untuk 

menyoroti persamaan dan perbedaan pola protes antarnegara. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan 

yang komprehensif terkait faktor pemicu, mekanisme mobilisasi, dan respons aparat di tiap konteks 

politik. 

A. Pola Umum Gerakan Protes di Asia 2025 

Fenomena protes tahun 2025 di Asia menunjukkan pola yang hampir seragam, yaitu muncul sebagai 

bentuk reaksi atas tekanan ekonomi dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di 

Indonesia dan Filipina, pemicu utama adalah kenaikan harga bahan pokok dan skandal korupsi, 
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sedangkan di Vietnam protes menentang pembatasan kebebasan berekspresi. Di Nepal, krisis energi 

menjadi sumber utama ketegangan sosial. Pola ini menekankan hubungan antara kondisi ekonomi, 

legitimasi pemerintah, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam aksi protes. 

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, kelima negara memperlihatkan variasi karakter aksi dan respon 

pemerintah. Indonesia dan Nepal mengalami aksi massa berskala besar dengan respon represif berupa 

pembubaran paksa dan penangkapan aktivis, sedangkan Timor-Leste menunjukkan pola damai yang 

direspon dengan dialog sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya partisipasi masyarakat 

seringkali berbanding lurus dengan intensitas penindakan aparat. Untuk memastikan akurasi, estimasi 

angka partisipasi merujuk pada triangulasi antara laporan ACLED 2025, media internasional (Reuters, 

BBC), dan laporan lembaga HAM seperti Amnesty International dan HRW. Apabila terdapat variasi 

angka, penelitian menggunakan nilai rata-rata atau angka konservatif dengan rentang ± sesuai standar 

social-movement reporting. 

Tabel 2. Ringkasan Pola Protes di Lima Negara Asia (2025) 

Negara Pemicu Utama Karakter Aksi Skala Partisipasi Respons Pemerintah 

Indonesia 
Pajak, tunjangan 

pemerintah, korupsi 

Damai, kemudian 

ricuh 

±120.000 orang di 

10 kota besar 

Pembubaran paksa, 

penangkapan aktivis 

Filipina 
Isu korupsi pemerintah, 

kenaikan bahan pokok 

Long march, 

kampanye digital 
±80.000 

Negosiasi terbatas, 

sensor media 

Vietnam 
Pembatasan kebebasan 

berpendapat 

Unjuk rasa kecil 

di 6 kota 
±15.000 

Penahanan demonstran, 

blokir internet 

Timor-

Leste 

Protes kebijakan tenaga 

kerja 

Damai dan 

terorganisir 
±5.000 Dialog sosial difasilitasi 

Nepal 
Krisis energi & pajak 

bahan bakar 
Mogok nasional ±60.000 

Penerapan jam malam & 

larangan berkumpul 
 

B. Isu Dominan dan Pola Mobilisasi 

Analisis digital dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa isu ekonomi menjadi topik paling 

dominan dalam seluruh aksi protes. Hal ini tergambar jelas pada Gambar 6, di mana proporsi isu 

ekonomi di Indonesia dan Nepal mencapai lebih dari 60%, jauh di atas isu kebebasan sipil dan korupsi. 

Di sisi lain, Vietnam menonjol karena tingginya sentimen terhadap kebebasan berekspresi, sedangkan 

Filipina lebih berfokus pada isu antikorupsi dan integritas politik. Bentuk mobilisasi massa juga berbeda 

antarnegara. Di Indonesia dan Filipina, aktivis memanfaatkan media sosial sebagai sarana mobilisasi 

cepat melalui tagar seperti #JusticeForWorkers dan #DemocracyNow, sedangkan di Nepal dan Vietnam 

jaringan serikat pekerja tradisional lebih berperan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran 

strategi gerakan sosial dari pola lokal menuju jejaring digital transnasional yang memperluas dukungan 

lintas batas. 
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Gambar 6. Tren Isu Dominan dalam Gerakan Protes Asia 2025 

 

C. Respon Negara dan Analisis Hukum Internasional 

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3, mayoritas negara belum sepenuhnya mematuhi ketentuan 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 19 tentang kebebasan 

berekspresi dan Pasal 21 tentang hak berkumpul damai. Indonesia dan Nepal menunjukkan pembatasan 

melalui izin demonstrasi yang diperketat dan pembubaran paksa, sementara Vietnam melakukan sensor 

internet dan penahanan aktivis. Sebaliknya, Timor-Leste menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip 

partisipatif sesuai General Comment No. 37 (2020) Komite HAM PBB. Perbedaan tingkat kepatuhan 

ini mencerminkan kualitas demokrasi yang beragam di kawasan Asia. 

Negara dengan sistem politik terbuka cenderung lebih adaptif terhadap protes sipil, sementara negara 

dengan kontrol politik kuat memperlakukan protes sebagai ancaman keamanan nasional. Penentuan 

tingkat kepatuhan ICCPR pada Tabel 3 menggunakan rubrik tiga tingkat (Tinggi Sedang 

Rendah/Parsial) berdasarkan: legal basis, proporsionalitas tindakan, apakah pembatasan memenuhi tes 

“necessity” dan “least intrusive” sebagaimana ditetapkan dalam UN HRC General Comment No. 34 dan 

No. 37. Penilaian dilakukan dengan mengkoding setiap tindakan negara terhadap rubrik tersebut dan 

diverifikasi menggunakan laporan OHCHR 2025, Amnesty International 2025, HRW 2025, dan 

CIVICUS Monitor 2025. Hasil penilaian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana 

negara-negara di Asia menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak sipil warga mereka. 

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Negara terhadap Standar Hukum Internasional (ICCPR) 

Negara 
Kebebasan Berkumpul 

(Pasal 21) 

Kebebasan Berekspresi (Pasal 

19) 
Kepatuhan Umum 

Indonesia Terbatas (izin diperketat) Relatif bebas Parsial 

Filipina Moderat Moderat Sedang 

Vietnam Dibatasi ketat Dibatasi Rendah 

Timor-Leste Terjamin Terjamin Tinggi 

Nepal Dibatasi sementara Dibatasi Rendah 
 

D. Dinamika Sosial dan Transformasi Ruang Digital 
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Fenomena protes di Asia tahun 2025 tidak hanya dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan tekanan politik, 

tetapi juga oleh transformasi ruang digital yang mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. 

Media sosial berperan sebagai ruang deliberatif baru, tempat opini publik dibentuk dan solidaritas 

dikonsolidasikan lintas batas negara. Platform seperti X (Twitter), TikTok, dan Facebook menjadi arena 

utama penyebaran narasi perlawanan yang menantang legitimasi negara. Ruang digital juga 

memungkinkan munculnya user-generated content yang memperluas distribusi informasi politik serta 

mempercepat proses pembingkaian isu oleh aktor nonnegara. 

Sebagaimana tergambar pada Gambar 7, aktivitas daring meningkat tajam selama puncak gelombang 

protes di Indonesia, Filipina, dan Nepal. Lonjakan unggahan dengan tagar bertema justice, solidarity, 

dan freedom menunjukkan bahwa partisipasi politik digital telah menjadi pelengkap bahkan pengganti 

mobilisasi fisik. Pola ini memperlihatkan bergesernya pusat gravitasi aktivisme dari jalanan menuju 

ruang maya, di mana wacana politik, identitas kolektif, dan aksi solidaritas dapat terbentuk lebih cepat 

dan lintas negara. Dengan demikian, ruang digital berfungsi bukan sekadar sebagai alat komunikasi, 

tetapi juga sebagai medan kontestasi ideologis. Pemerintah di beberapa negara merespons dengan 

sensor, pembatasan akses internet, atau propaganda tandingan, menandakan bahwa legitimasi kekuasaan 

kini juga dipertarungkan dalam ekosistem algoritmik. Dinamika ini menegaskan bahwa masa depan 

gerakan sosial di Asia tidak lagi bergantung semata pada aksi fisik, melainkan pada kemampuan untuk 

memanfaatkan teknologi sebagai instrumen perlawanan dan transformasi sosial. 

 

Gambar 7. Tren Aktivitas Digital Selama Gelombang Protes Asia 2025 

Pembahasan 

Gelombang protes di Asia 2025 menunjukkan pola baru mobilisasi politik yang melintasi batas negara. 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa isu utama seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan 

pembatasan kebebasan sipil menjadi pemicu bersama, sejalan dengan analisis (Mousseau & Mousseau, 

2023) dan (Duisenbayeva et al., 2024) tentang fungsi protes sebagai kanal ekspresi sosial di kawasan 

Asia Tenggara. Namun, berbeda dari pola sebelumnya, protes 2025 lebih terkoordinasi secara digital 

dan ditopang oleh solidaritas lintas negara, sebagaimana juga diamati oleh (Chachavalpongpun, 2025) 
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dalam kajian tentang aktivisme daring di Asia Tenggara. Keterlibatan generasi muda dalam ruang digital 

memperlihatkan pergeseran dari mobilisasi konvensional ke bentuk partisipasi politik berbasis jaringan 

(networked civic engagement) yang menembus batas nasional (Erfain, 2025). 

Dari perspektif hukum dan geopolitik, hasil penelitian ini menunjukkan adanya jarak antara komitmen 

negara terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan praktik domestik 

yang masih menempatkan keamanan nasional di atas hak kebebasan berkumpul. Hal ini memperkuat 

temuan (Kadir, 2024) bahwa banyak negara Asia masih mempertahankan stabilitas politik melalui 

legalisme dan kontrol sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan mekanisme kausal yang lebih 

spesifik: pertimbangan geopolitik terutama kompetisi kekuatan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan 

India berperan signifikan dalam membentuk pilihan kebijakan domestik. Misalnya, Vietnam 

memperketat pembatasan digital untuk menjaga keselarasan politik dengan Tiongkok, sementara 

Filipina di bawah tekanan aliansi keamanan dengan AS mengadopsi pendekatan “security framing” 

terhadap protes buruh dan mahasiswa. Indonesia dan Nepal menunjukkan pola respons yang dipengaruhi 

oleh ketergantungan investasi asing dan kebutuhan menjaga citra internasional, sedangkan Timor-Leste 

lebih akomodatif karena membutuhkan dukungan diplomatik dari komunitas global. 

Penelitian ini juga mengontraskan regime type mulai dari demokrasi prosedural seperti Indonesia dan 

Filipina hingga otoritarian kompetitif seperti Vietnam untuk memperjelas variasi tingkat kepatuhan 

terhadap ICCPR. Temuan menunjukkan bahwa negara dengan sistem politik tertutup cenderung 

menerapkan pembatasan yang tidak memenuhi uji necessity dan proportionality, sementara negara yang 

lebih demokratis tetap menghadirkan praktik ambigu antara perlindungan dan pembatasan hak. Pada 

saat yang sama, meningkatnya tekanan sosial dan resonansi isu transnasional menandakan pergeseran 

lanskap geopolitik Asia menuju apa yang disebut  (Jain & Lee, 2021) dan (Muhammad, 2023) sebagai 

pluralistic security community. Dengan demikian, protes 2025 tidak hanya mencerminkan ketegangan 

politik domestik, tetapi juga transformasi regional di mana ruang digital menjadi arena baru perlawanan 

dan pembentukan solidaritas antarwarga negara Asia. Dalam konteks ini, standar internasional menuntut 

bahwa pembatasan internet, sensor digital, dan pemblokiran platform harus melalui uji necessity dan 

proportionality sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 34 dan 37 Komite HAM PBB; 

praktik seperti blanket bans atau prior restraint umumnya tidak sah menurut hukum internasional. 

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara hukum internasional 

dan praktik sosial di kawasan berkembang. Jika studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek 

regulatif dan keamanan siber, penelitian ini menekankan peran warga negara sebagai aktor hukum yang 

aktif, bukan hanya subjek kebijakan. Hal ini membuka ruang konseptual baru bagi kajian hukum dan 

politik Asia, di mana legitimasi negara kini tidak hanya diuji melalui kepatuhan terhadap norma 

internasional, tetapi juga melalui kemampuannya menanggapi tekanan sosial dalam ruang publik digital 

yang semakin transnasional. Pendekatan ini menempatkan interaksi antara warga negara, negara, dan 
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norma internasional sebagai proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan struktur komunikasi 

berbasis teknologi. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gelombang protes di Asia sepanjang tahun 2025 merepresentasikan 

babak baru dalam hubungan antara masyarakat, negara, dan hukum. Lima negara yang dikaji Indonesia, 

Filipina, Vietnam, Timor-Leste, dan Nepal menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu meningkatnya 

tekanan publik terhadap pemerintah untuk menegakkan transparansi, keadilan sosial, serta akuntabilitas 

hukum. Protes yang muncul tidak lagi bersifat lokal, melainkan membentuk jejaring solidaritas lintas 

batas melalui media digital yang memperkuat resonansi isu-isu demokrasi di tingkat regional. Fenomena 

ini memperlihatkan bahwa legitimasi politik tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuasaan 

administratif, tetapi harus disertai penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional dan 

kebebasan sipil. 

Dari sisi konseptual, penelitian ini memperluas kajian tentang hukum internasional dan geopolitik di 

Asia dengan menyoroti peran ruang digital sebagai arena baru negosiasi kekuasaan antara negara dan 

warga. Pendekatan sosio-hukum yang digunakan membuktikan bahwa hukum tidak lagi berdiri sebagai 

instrumen statis, melainkan sebagai medan dinamis yang berinteraksi dengan faktor politik, teknologi, 

dan budaya global. Kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif lintas negara yang mengungkap 

bagaimana tekanan sosial di tingkat domestik dapat bertransformasi menjadi isu geopolitik regional. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi studi hukum 

internasional dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam membangun tata kelola yang lebih adil, inklusif, 

dan adaptif di kawasan Asia. 

Secara khusus, penelitian ini merekomendasikan penerapan protokol human rights due diligence untuk 

setiap kebijakan pembatasan internet, termasuk uji necessity, proportionality, dan legitimate aim 

sebelum pemblokiran dilakukan. Pemerintah juga perlu membangun accountability measures pasca-

aksi, seperti pembentukan independent review panel, mekanisme reparasi bagi korban kekerasan aparat, 

dan kewajiban publikasi laporan evaluasi kebijakan. Di tingkat regional, penelitian ini membuka 

peluang penguatan kerangka koordinasi melalui ASEAN Human Rights Declaration serta 

pengembangan mekanisme peer review kawasan yang mendorong transparansi, harmonisasi standar hak 

asasi, dan peningkatan akuntabilitas antarnegara Asia. Implementasi rekomendasi tersebut menuntut 

kapasitas institusional yang memadai serta komitmen politik berkelanjutan dari negara-negara terkait 

dalam mengelola relasi antara keamanan, hak asasi manusia, dan kebebasan digital. 
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